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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Dasar Pemikiran Magang 

Perpajakan adalah suatu bidang keilmuan yang menarik untuk dipelajari 

dan menantang untuk diaplikasikan. Siahaan (2010) menyatakan pajak daerah 

sebagai sumber penerimaan daerah telah dipungut di Indonesia sejak awal 

kemerdekaan Indonesia. Sumber penerimaan ini terus dipertahankan sampai 

dengan era otonomi daerah dewasa ini. Penetapan pajak daerah sebagai sumber 

penerimaan daerah ditetapkan dengan dasar hukum yang kuat, yaitu undang-

undang, khususnya undang-undang pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran 

serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan 

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut 

memerlukan pendanaan. Pendanaan diperoleh dari berbagai macam pendapatan 

daerah, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari 

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah. Seluruh pendapatan tersebut akan 

dikelola melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
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yang kemudian dialokasi dalam bentuk belanja untuk mendanai penyelenggaraan 

pemerintahan. Pemerintah daerah telah diizinkan untuk memungut sejumlah pajak 

daerah dalam rangka memberi peluang kepada daerah untuk bisa menggali secara 

maksimal sumber dana yang ada di daerahnya, dengan memperhatikan kondisi 

ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitasnya. 

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta 

mengelola 10 (sepuluh) jenis pajak daerah yaitu, Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air 

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, BPHTB, dan PBB-P2. Hal ini dilakukan agar 

daerah-daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung 

jawab. Otonomi daerah telah membawa banyak perubahan dalam sistem 

pemerintahan Indonesia, jika dahulu daerah bersifat pasif maka sekarang daerah 

dituntut untuk aktif dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Oleh 

karena itu, daerah berlomba-lomba meningkatkan sumber pendapatannya dengan 

mengenakan berbagai pajak daerah yang memang menjadi kewenangannya. 

Sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak secara umum yaitu self 

assesment system dan official assesment system. Self assesment system adalah 

suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan 

tanggungjawab  kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, dengan mempergunakan sarana yang telah 

ditentukan untuk keperluan tersebut. Official assesment system adalah suatu 

sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk 
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menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pengelolaan pajak 

tersebut dapat menimbulkan adanya pajak-pajak yang terhutang, baik yang 

disebabkan wajib pajak tidak membayar atau belum membayar, atau sudah 

membayar tetapi belum sesuai ketentuan yang berlaku sehingga petugas pajak 

perlu melakukan tindakan penagihan pajak. Dalam hal ini, maka konteks 

bagaimana prosedur penagihan pajak daerah akan dirumuskan lebih detail dan 

jelas. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat laporan 

mengenai penagihan pajak di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan 

Kota Yogyakarta dengan judul “PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK 

DAERAH DI DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA.” 

1.2 Tujuan Magang 

Pelaksanaan magang di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan 

(DPDPK) Kota Yogyakarta bertujuan sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui prosedur dan bagan alir penagihan pajak daerah di 

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 

2) Untuk mengetahui kendala dalam penagihan pajak daerah di Dinas Pajak 

Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 

3) Untuk mengetahui strategi penagihan pajak daerah guna mengatasi 

kendala dalam penagihan pajak daerah di Dinas Pajak Daerah dan 

Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 
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1.3 Target Magang 

Target dalam pelaksanaan magang di Dinas Pajak Daerah dan 

Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

1) Mampu menjelaskan prosedur dan bagan alir penagihan pajak daerah di 

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 

2) Mampu menjelaskan kendala dalam penagihan pajak daerah di Dinas 

Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 

3) Mampu menjelaskan strategi penagihan pajak daerah guna mengatasi 

kendala dalam penagihan pajak daerah di Dinas Pajak Daerah dan 

Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. 

1.4 Bidang Magang 

Kegiatan magang dilaksanakan di Seksi Penagihan dan Keberatan, 

Bidang Pajak Daerah, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Yogyakarta. Tugas seksi penagihan dan keberatan antaralain yaitu: 

1) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang 

berkaitan dengan penagihan dan keberatan. 

2) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan 

melaporkan kegiatan seksi. 

3) Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk 

teknis yang berkaitan dengan penagihan dan keberatan pajak daerah. 
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4) Melakukan proses penagihan pajak daerah. 

5) Melaksanakan pembinaan wajib pajak. 

1.5 Lokasi Magang 

Kegiatan magang di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan 

Kota Yogyakarta berlokasi di Walikota Yogyakarta, Jl. Kenari No.56, Muja Muju, 

Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut, dapat 

dilihat pada Gambar 1.1 

 

Sumber: https://www.maps.google.com 

Gambar 1.1 Lokasi DPDPK Kota Yogyakarta 
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1.6 Jadwal Magang 

Magang dilakukan dalam periode 2016-2017. Waktu magang 

menyesuaikan jam kerja di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Yogyakarta. Lebih lanjut, dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Jadwal Magang 

No KETERANGAN 
MEI JUNI JULI AGUSTUS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pelaksanaan Magang                                 

2 Pembuatan TOR                                 

3 Pengumpulan Data                                 

4 Pengumpulan Referensi                                 

5 Penyusunan Laporan TA                                 

6 Bimbingan                                 

7 

Pengumpulan Laporan 

TA                                 

8 Ujian TA                                 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan magang ini secara garis besar terdiri dari 4 

bagian yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya berisi tentang dasar pemikiran 

magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal 

magang, dan sistematika penulisan laporan magang. 

   : Kegiatan yang dilakukan 
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BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan bab yang didalamnya menjelaskan teori-teori yang 

melandasi permasalahan dalam penelitian dan menjadi acuan dalam penulisan 

laporang magang. 

BAB III: ANALISIS DESKRIPTIF 

Bab ini terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum menjelaskan 

gambaran umum, struktur organisasi, tujuan, visi, dan misi instansi. Data khusus 

mendeskripsikan data hasil temuan di lapangan yang sesuai dengan topik yang 

diangkat. Bab ini merupakan bagian yang penting sebagai bahan untuk menyusun 

kesimpulan, rekomendasi kebijakan bagi instansi, dan saran.  

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan hasil analisis dari bab 

sebelumnya. Kesimpulan ini disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang 

disusun. Saran ini disusun berdasarkan hasil dari kesimpulan yang disusun. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pajak Daerah 

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.  

Berdasarkan uraian diatas, Pajak Daerah adalah suatu kontribusi wajib 

yang harus dibayar oleh Wajib Pajak untuk keperluan Daerah guna memakmurkan 

rakyat, dan dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa 

yang telah diatur dengan undang-undang yang berlaku. 

2.1.2 Istilah-Istilah Dalam Pajak Daerah 

Berikut adalah penjelasan beberapa istilah penting yang ada dalam pajak 

daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, yaitu: 

1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 

pajak.  

2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
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perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 

3) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang 

diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 

wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan 

daerah. 

4) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender 

atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 

3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk 

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. 

5) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, 

kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 

tahun kalender. 

6) Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam 

masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

7) SPTPD singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak Daerah adalah surat 

yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta 

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 
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8) SSPD singkatan dari Surat Setoran Pajak Daerah adalah bukti pembayaran 

atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 

atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 

9) SKPD singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. 

10) SKPDKB singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 

besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

11) SKPDN singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya 

dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 

pajak. 

12) SKPDLB singkatan dari Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 

atau seharusnya tidak terutang. 

13) STPD singkatan dari Surat Tagihan Pajak Daerah adalah surat untuk 

melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 
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14) SPPT singkatan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat 

yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan 

Bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas 

tanah dan bangunan. 

2.1.3 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta 

Berikut adalah dasar hukum pajak daerah di Kota Yogyakarta yaitu:  

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang 

Pajak Daerah. 

2.1.4 Jenis Pajak yang Dipungut di Kota Yogyakarta 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah, berikut adalah jenis pajak yang dipungut di Kota 

Yogyakarta. 

1) Pajak Hotel 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan 

hiburan. Subyek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib 

pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar 
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pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar 

kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar sepuluh persen. 

2) Pajak Restoran 

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang di sediakan oleh 

restoran. Objek restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran meliputi 

pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, 

baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Subjek pajak 

restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau 

minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan 

yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah 

pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak 

restoran ditetapkan sebesar sepuluh persen. 

3) Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek pajak 

hiburan  adalah jasa penyelengggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Subjek 

pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib 

pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. 

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang 

seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya 

diterima sebagaimana dimaksud di atas termasuk potongan harga dan tiket Cuma-

Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. 

Tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut: 

a) Tontonan film sebesar sepuluh persen. 
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b) Pagelaran kesenian non tradisional (musik, tari dan/atau busana) sebesar 

lima belas persen. 

c) Pagelaran kesenian tradisional sebesar tujuh koma lima persen. 

d) Konteks kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar tiga puluh persen. 

e) Pameran sebesar sepuluh persen. 

f) Diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar empat puluh persen. 

g) Karaoke sebesar tiga puluh persen. 

h) Sirkus, akrobat, dan sulap sebesar dua puluh persen. 

i) Permainan bilyard, golf, bowling sebesar dua puluh persen. 

j) Pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar dua puluh persen. 

k) Permainan ketangkasan sebesar dua puluh persen. 

l) Panti pijat/massage, refleksi dan mandi uap/spa sebesar dua puluh persen. 

m) Pertandingan olahraga lima persen. 

n) Pusat kebugaran (fitness center) sebesar sepuluh persen. 

4) Pajak Reklame  

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak 

reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi reklame 

papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame 

melekat/stiker; reklame selebaran; reklame berjalan (termasuk pada kendaraan); 

reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; dan reklame 

peragaan. Subjek reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan 

reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 



14 
 

 
 

menyelenggarakan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa 

reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan dua puluh lima persen. 

5) Pajak Penerangan Jalan  

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek pajak 

penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik dari sumber lain. Subjek pajak 

penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga 

listrik dari sumber lain. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan tenaga listrik dari sumber lain. Dasar pengenaan pajak 

penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan 

ditetapkan sebesar delapan persen. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain 

oleh industri dikenakan tarif pajak penerangan jalan sebesar tiga persen. 

6) Pajak Parkir 

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir. Objek 

pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang 

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu 

usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak 

parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan 

bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah 

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. 

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar dua puluh persen. 
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7) Pajak Air Tanah 

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan 

rakyat, peribadatan dan tempat social. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi 

atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib 

pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai 

perolehan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar dua puluh persen. 

8) Pajak Sarang Burung Wallet 

Pajak Sarang Burung Wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Objek pajak sarang burung wallet 

adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.  Subjek pajak 

sarang burung wallet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 

pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung wallet. Wajib pajak sarang 

burung wallet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan 

dan/atau  mengusahakan sarang burung wallet. Dasar pengenaan pajak sarang 

burung wallet adalah nilai jual sarang burung wallet. Nilai jual sarang burung 

wallet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung 

wallet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung 

wallet. Tarif pajak sarang burung wallet ditetapkan sebesar sepuluh persen. 
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9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011, 

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan bangunan. Objek PBB-P2 adalah bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, 

perhutanan, dan pertambangan. Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat 

atas bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. 

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah berdasarkan SPPT, SKPD, atau dokumen lain 

yang dipersamakan. Besaran NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena 

Pajak) ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00. Tarif PBB-P2 adalah sebagai berikut: 

a) 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP sampai dengan 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

b) 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen) untuk NJOP di atas 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah). 

c) 0,160% (nol koma seratus enam puluh persen) untuk NJOP di atas 

Rp1.000.000.000,00 (satu milyard rupiah) sampai dengan 

Rp2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah). 

d) 0,220% (nol koma dua ratus dua puluh persen) untuk NJOP di atas 

Rp2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah) sampai dengan 

Rp5.000.000.000,00 (lima milyard rupiah). 
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e) 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP lebih dari Rp5.000.000.000,00 

(lima milyard rupiah). 

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010, 

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan 

hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan. Objek BPHTB 

adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Tarif BPHTB ditetapkan 

sebesar lima persen, khusus untuk waris dan hibah wasiat tarif pajak BPHTB 

ditetapkan sebesar dua koma lima persen. 

2.2 Penagihan Pajak 

2.2.1 Pengertian Penagihan Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan piutang pajak adalah serangkaian 

tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 

dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan 

sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 

dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu 

tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua 

jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. 
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2.2.2 Prosedur Penagihan Pajak Berdasarkan UU RI Nomor 19 Tahun 

2000 

Prosedur penagihan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu dengan 

mengecek dasar penagihannya antaralain STP, SKPKB, SKPKBT, dan lain-lain. 

Apabila sudah melewati 7 hari sejak jatuh tempo akan dikirimkan Surat Teguran 

atau Surat Peringatan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Jika utang 

pajak yang tercantum dalam Surat Teguran tetap saja tidak direspon atau belum 

dilunasi oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, maka setelah lewat 21 hari 

sejak tanggal Surat Teguran akan diterbitkan Surat Paksa atas Wajib Pajak yang 

bersangkutan.  

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 

penagihan pajak. Biaya penagihan pajak yang dimaksud adalah biaya pelaksanaan 

Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa 

Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Dalam waktu 2 x 

24 jam setelah Surat Paksa yang telah diberitahukan belum juga direspon oleh 

Wajib Pajak, maka Jurusita pajak dapat melakukan tindakan penyitaan. Jurusita 

Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan 

seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.  

Ada saatnya Jurusita Pajak tidak menemukan obyek sita yang akan disita, 

maka tindakan pemblokiran nomor rekening, pencegahan, penyanderaan, dan 

pengumuman di Media Massa dapat dilakukan. Walaupun tindakan penyitaan 

telah dilakukan bahkan mungkin telah dilakukan lelang atas barang yang disita, 
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akan tetapi tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak maka tindakan 

pencegahan, dan lain-lain masih tetap dapat  dilakukan terhadap Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak. Pencabutan sita dapat dilakukan Jurusita Pajak apabila utang 

pajak dan biaya penagihan pajak telah dilunasi oleh Penanggung Pajak. 

Pencabutan sita juga dapat dilakukan Jurusita Pajak apabila ada putusan dari 

pengadilan. 

Lelang dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah 

tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan 

pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang 

bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 

(dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang 

yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah 

pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita 

belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk 

pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. 

Catatan barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00 tidak harus 

diumumkan melalui media massa.  

2.3 Sistem Informasi 

2.3.1 Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Romney dan Steinbart (2006), Sistem Informasi adalah suatu 

sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen pengambilan 

keputusan/kebijakan dan menjalankan operasional dari kombinasi orang-orang, 

teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi atau sistem 
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informasi diartikan sebagai kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas 

orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. 

Sedangkan dalam arti luas, sistem informasi diartikan sebagai sistem informasi 

yang sering digunakan menurut kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, 

data dan teknologi. 

2.3.2 Fungsi Sistem Informasi 

Menurut Romney dan Steinbart (2006), Fungsi sistem informasi adalah 

sebagai berikut: 

1) Untuk meningkatkan aksesiblitas data yang ada secara efektif dan efisien 

kepada pengguna, tanpa dengan perantara sistem informasi. 

2) Memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan 

sistem. 

3) Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan 

sistem informasi secara kritis. 

4) Mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem 

informasi. 

5) Mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. 

6) Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. 

7) Mengembangkan proses perencanaan yang efektif. 

2.4 Bagan Alir (Flowchart) 

2.4.1 Pengertian Bagan Alir 

Menurut Romney dan Steinbart (2006), Bagan Alir (Flowchart) adalah 

teknik analisis yang dipergunakan untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari 



21 
 

 
 

sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir menggunakan 

serangkaian simbol standar untuk mendeskripsikan melalui gambar prosedur 

pemrosesan transaksi yang digunakan perusahaan, dan arus data yang melalui 

sistem. 

2.4.2 Simbol-Simbol yang Digunakan dalam Pembuatan Bagan Alir 

Simbol-simbol yang digunakan untuk pembuatan bagan alir tersebut 

dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Simbol-Simbol Flowchart 

 

 Simbol Off-Page Connector 

Simbol untuk keluar/masuk prosedur atau proses 

dalam lembar/halaman yang lain. 

 

Simbol On-Page Connector 

Simbol untuk menghubungkan arus pemrosesan di 

satu halaman yang sama, penggunaan konektor ini 

akan menghindari garis-garis yang saling silang di 

satu halaman. 

 

Simbol Pemrosesan Dengan Komputer 

Simbol untuk pemrosesan yang dilakukan dengan 

komputer. 
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 Simbol Proses Manual 

Simbol untuk pelaksanaan pemrosesan dilakukan 

secara manual. 

 

Simbol Keputusan 

Simbol untuk mengambil keputusan, dipergunakan 

dalam sebuah program komputer bagan alir untuk 

memperlihatkan pembuatan cabang ke jalan alternatif. 

 

Simbol Proses Pendukung 

Simbol untuk pemrosesan yang dilakukan dengan 

peralatan selain komputer. 

 

Simbol Terminal 

Simbol untuk permulaan atau akhir suatu proses, juga 

dipergunakan untuk menunjukan adanya pihak 

eksternal. 

 

Simbol File  

Simbol yang menunjukan bahwa data di simbol ini 

akan disimpan secara manual. Huruf yang ditulis di 

dalam simbol menunjukan urutan pengaturan file 

secara N= numeris, A= alfabetis, D= berdasar tanggal. 
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Simbol Proses Pengetikan Off-Line 

Simbol untuk pemrosesan yang menggunakan 

peralatan pengetikan off-line (contoh: key to disk, cash 

register). 

 

 Simbol Pengetikan On-Line 

Simbol operasi dengan menggunakan mesin yang 

mempunyai keyboard. 

 

Simbol Input-Output/Jurnal-Buku Besar 

Simbol yang menyatakan proses input dan output dan 

juga digunakan untuk mewakili jurnal dan buku besar 

dalam bagan alir dokumen. 

 

Simbol Dokumen 

Simbol untuk mewakili dokumen atau laporan, 

dokumen tersebut dapat dipersiapkan dengan tulisan 

tangan atau dicetak oleh komputer. 

 

Simbol Untuk Beberapa Tembusan Dokumen 

Simbol untuk membuat beberapa tembusan dari satu 

dokumen. 

 

Simbol Penyimpanan On-Line 

Simbol untuk menyimpan data di dalam file on-line 

temporer melalui media yang dapat diakses secara 

langsung, seperti disk. 
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Simbol Pita Magnetis 

Simbol yang menyatakan data disimpan di dalam pita 

magnetis. 

  

Sumber: Romney dan Steinbart (2006) 
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

3.1 Data Umum 

3.1.1 Sejarah Singkat DPDPK Kota Yogyakarta 

Sejarah Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota 

Yogyakarta sebelumnya mengalami beberapa perubahan. Bertepatan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat 

Daerah mulai tahun 2001 terbentuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 

(BPKD) bertugas dalam bidang keuangan daerah serta bertanggungjawab 

terhadap walikota. Dengan terbentuknya organisasi perangkat daerah bertujuan 

membawa perubahan penting dan lebih baik dalam mengelola Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pada tahun 2009, dengan berbagai pertimbangan berdasarkan Peraturan 

Walikota Nomor 84 Tahun 2008 dan sebagai tindak lanjut pasal 45 Peraturan 

Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, 

Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah (BPKD) berubah nama menjadi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan 

Keuangan Kota Yogyakarta. 

3.1.2 Visi dan Misi DPDPK Kota Yogyakarta 

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan 

Keuangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 

2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah
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dan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan 

Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan maka visi, misi, 

tujuan, sasaran, dan kebijakan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan 

Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

1) Visi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yaitu menjadi fasilisator 

dan motivator pengelolaan pajak daerah dan keuangan yang efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel. 

2) Misi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan diwujudkan dengan  cara 

sebagai berikut: 

a) Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalui pajak. 

b) Mewujudkan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan 

daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. 

3.1.3 Tujuan DPDPK Kota Yogyakarta 

Terwujudnya peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah serta 

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, 

efisien, transparan dan akuntabel. 

1) Sasaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan terselenggaranya 

fasilitasi pelayanan pajak daerah serta penyusunan dan pengendalian 

pengelolaan keuangan daerah. 

2) Kebijakan, Optimalisasi sarana dan prasarana serta sumber daya manusia 

dan pengaturan penyelenggaraan fungsi manajemen dan aparat secara 

profesional, transparan dan akuntabel. 
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3.1.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan hubungan kerja dalam suatu fungsi yang 

menyeluruh dalam suatu organisasi yang terbentuk dari gabungan lalu lintas 

wewenang hak dan tanggung jawab. Tanpa struktur organisasi yang jelas, suatu 

organisasi tidak mungkin menyusun perencanaan yang berfungsi sebagai alat 

kontrol untuk menilai keberhasilan kerja. Fungsi masing-masing Bidang di Dinas 

Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta sebagai berikut: 

1) Kepala Dinas 

Mempunyai tugas mengkoordinir tugas-tugas yang ada di Dinas Pajak 

Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan 

kebijakan, keputusan atau arahan dari Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta 

serta mengkoordinir pelaksanaan tugas para Kepala Bidang di Dinas Pajak Daerah 

dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. 

2) Kelompok Jabatan Fungsional 

Menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah sesuai 

dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki. 

3) Sekretariat  

Berikut adalah bagian-bagian dalam sekretariat: 

a) Bagian Umum dan Kepegawaian 

b) Bagian Keuangan 

c) Bagian Administrasi Data dan Pelaporan 
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d) Bidang Pajak Daerah, bidang pajak daerah terbagi beberapa seksi 

antaralain yaitu: 

a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan 

b. Seksi Penetapan 

c. Seksi Penagihan dan Keberatan  

d. Seksi Pembukuan dan Pelaporan  

e) Bidang Anggaran, bidang anggaran terbagi beberapa seksi antaralain 

yaitu: 

a. Seksi Perencanaan Anggaran  

b. Seksi Pengendalian Anggaran 

c. Seksi Penyedia Dana 

f) Bidang Perbendaharaan, bidang perbendaharaan terbagi beberapa seksi 

antaralain yaitu: 

a. Seksi Pengelolaan Belanja Gaji  

b. Seksi Pengelolaan Belanja Non Gaji 

g) Bidang Pelaporan, bidang pelaporan terbagi beberapa seksi antaralain 

yaitu: 

a. Seksi Akuntansi 

b. Seksi Pembiayaan  

h) Unit Pelaksana Teknis, unit pelaksana teknis melaksanakan tugas 

teknis tertentu yang spesifik dalam Dinas Daerah. 
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Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan 

Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta. 

 

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi DPDPK Kota Yogyakarta 
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3.2 Data Khusus 

3.2.1 Prosedur Penagihan Pajak di DPDPK Kota Yogyakarta 

Penagihan dimulai apabila Wajib Pajak yang belum membayar pajak 

setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo. Seksi Penetapan akan menyiapkan data Wajib 

Pajak yang belum membayar pajaknya setelah 7 (tujuh) hari jatuh tempo agar 

segera ditagih ke seksi penagihan dan keberatan. Seksi Penetapan memberikan 

data berupa SKPD/SPPT/SKPDKB untuk mengetahui berapa jumlah ketetapan 

pajak WP yang menunggak/belum dibayar. Jumlah tunggakan tersebut akan 

dicantumkan dalam Surat Teguran yang akan dikirim ke WP. Sebelum melakukan 

penagihan langsung (door to door) ke WP, petugas pajak akan menerbitkan Surat 

Teguran atau Surat Peringatan terlebih dahulu. Surat Teguran dibuat oleh seksi 

penagihan dan keberatan dalam 5 (lima) rangkap, lembar pertama akan dikirimkan 

ke WP, lembar kedua diarsipkan oleh seksi penagihan dan keberatan, dan lembar 

ketiga sampai kelima akan ditembuskan ke pihak eksternal yaitu Dinas 

Ketertiban, Dinas Perizinan, dan Dinas Pariwisata. Pengiriman Surat Teguran ini 

dilakukan petugas pajak untuk mengingatkan kepada para WP yang menunggak 

untuk segera membayar pajaknya. Bagi WP yang akan membayar atau melunasi 

pajaknya, WP melakukan pembayarannya di loket pajak daerah di DPDPK Kota 

Yogyakarta, petugas pajak akan mengisi SSPD berdasarkan 

SKPD/SPPT/SKPDKB. Formulir SSPD tersebut dibuat 4 rangkap, lembar 

pertama akan diberikan kepada WP, lembar kedua akan disimpan loket pajak 

daerah, lembar ketiga akan di simpan seksi penagihan dan keberatan, dan lembar 

keempat akan disimpan seksi pembukuan dan pelaporan. 
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Bagi Wajib Pajak yang sudah dikirimkan Surat Teguran tetapi belum 

membayar atau melunasi pajaknya, petugas pajak berupaya untuk melakukan 

penagihan langsung (door to door). Petugas pajak akan menyiapkan berkas yang 

akan dibawa pada saat penagihan yaitu berupa Berita Acara 2 (dua) rangkap, Surat 

Teguran (copy) dan Tanda Terima Sementara 2 (dua) rangkap. Bagi WP yang 

membayar pajaknya pada saat penagihan, WP akan membayar pajak tersebut 

kepada petugas yang melakukan penagihan dan WP akan menandatangani Berita 

Acara dan Tanda Terima Sementara yang telah diisi oleh petugas pajak, setelah 

ditandatangani untuk Tanda Terima Sementara lembar pertama akan diberikan ke 

WP untuk disimpan, lembar kedua akan dilampirkan untuk menyetorkan hasil 

penagihan pajak tersebut ke Bank BPD DIY yang nantinya lembar kedua tersebut 

akan dikembalikan lagi ke petugas pajak tersebut untuk diarsipkan, sedangkan 

untuk Berita Acara lembar pertama akan disimpan petugas pajak yang 

melaksanakan penagihan, dan lembar kedua akan diberikan ke WP untuk 

disimpan. 

Bagi WP yang tidak membayar pajaknya pada saat penagihan langsung 

oleh petugas pajak, WP harus membuat kesepakatan kepada petugas pajak berupa 

tanggal untuk membayar/melunasi pajaknya, petugas pajak akan membuat 

keterangan mengenai hal tersebut dalam Berita Acara, lembar pertama akan 

disimpan petugas pajak dan lembar kedua akan diberikan ke WP untuk disimpan. 

Apabila WP tidak membayar/melunasi pajaknya pada tanggal yang telah 

disepakati, petugas pajak akan kembali menegur dengan menerbitkan kembali 

Surat Teguran. Apabila WP sudah ditegur sebanyak 3 (tiga) kali tetapi WP tidak 
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juga membayar atau melunasi pajaknya, DPDPK akan bekerja sama dengan Dinas 

Ketertiban. WP akan dilimpahkan ke Dinas Ketertiban dengan memberikan data 

WP berupa Surat Teguran yang belum dilunasi. WP akan diundang ke Dinas 

Ketertiban untuk pembinaan dan membuat surat peryataan untuk membayar 

pajaknya, baik langsung dilunasi atau diangsur. Jika WP tidak juga membayar 

atau melunasi pajaknya WP akan ditindaklanjuti Dinas Ketertiban untuk 

dilimpahkan ke Kejaksaan. 

Berdasarkan uraian diatas, menyatakan bahwa prosedur penagihan pajak 

pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan Kota Yogyakarta belum sesuai 

dengan penagihan yang dimaksudkan dalam UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa beserta perubahannya UU Nomor 19 Tahun 

2000, karena tindakan yang dilakukan seksi penagihan dan keberatan di DPDPK 

hanya sampai memberikan surat teguran atau surat peringatan. Seksi penagihan di 

DPDPK Kota Yogyakarta tidak menerbitkan Surat Paksa dan lain-lain karena 

DPDPK belum mempunyai Jurusita Pajak. 
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Bagan Alir Prosedur Penagihan Pajak di DPDPK Kota Yogyakarta
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Gambar 3.2 Bagan Alir Prosedur Penagihan Pajak di DPDPK Kota 

Yogyakarta 

  



34 
 

 
 

Bagan Alir Prosedur Penagihan Pajak di DPDPK Kota Yogyakarta (lanjutan)
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Gambar 3.3 Bagan Alir Prosedur Penagihan Pajak di DPDPK Kota 

Yogyakarta (lanjutan) 
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3.2.2 Kendala dalam Penagihan Pajak di DPDPK Kota Yogyakarta 

Kendala dalam penagihan pajak di DPDPK yaitu tidak adanya Peraturan Daerah 

yang mengatur tentang penagihan dengan surat paksa, sampai saat ini penagihan 

di DPDPK masih mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa beserta perubahannya yaitu UU Nomor 19 Tahun 2000. 

Penagihan pajak di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Yogyakarta tidak sesuai dengan penagihan pajak yang diatur dalam UU Nomor 19 

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa beserta perubahannya 

yaitu UU Nomor 19 Tahun 2000. Dalam hal ini, seperti yang sudah dijelaskan 

dalam prosedur penagihan pajak bahwa kendala dalam penagihan pajak di Dinas 

Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta yaitu tidak adanya 

Jurusita Pajak, tidak adanya Jurusita Pajak disebabkan karena terbatasnya sumber 

daya manusia yang ada di DPDPK. Jurusita Pajak memiliki peranan yang penting 

dalam penagihan pajak, mulai dari penagihan seketika dan sekaligus hingga 

melaksanakan penyanderaan. 

Penagihan pajak di DPDPK juga masih belum optimal, hal ini 

disebabkan pula karena kurangnya sumber daya manusia. Salah satu contoh akibat 

yang terjadi karena kurangnya SDM ini yaitu ada beberapa petugas pajak diseksi 

penagihan yang pekerjaannya merangkap (double), terjadinya hal ini juga 

memungkinkan pekerjaan lain akan menumpuk yang nantinya bisa terbengkalai. 

Banyaknya WP yang menunggak dalam arti pajak yang terhutang tidak 

dibayarkan/dilunasi penyebab terjadinya menumpuknya data tunggakan untuk 

ditagih. Hal ini mungkin terjadi karena masih banyak masyarakat yang awam 
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untuk membayar pajak, banyak dari mereka yang masih belum mengerti 

pentingnya membayar pajak serta bagaimana cara melaporkan dan menyetorkan 

pajaknya sendiri. 

3.2.3 Strategi untuk Mengatasi Kendala dalam Penagihan Pajak Daerah di 

DPDPK Kota Yogyakarta 

Berdasarkan kendala tersebut, maka strategi untuk mengatasi kendala 

penagihan pajak daerah di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota 

Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

1) Penyediaan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sebagai Jurusita 

Pajak. 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa dan perubahannya, yaitu Undang Undang Nomor 19 

tahun 2000, Jurusita Pajak memiliki peranan yang strategis. Selama ini DPDPK 

Kota Yogyakarta hanya melakukan penagihan pajak secara pasif dalam bentuk 

pengiriman surat teguran dan/atau surat peringatan dan/atau surat lain yang 

sejenis, sehingga belum memasuki tahapan penagihan aktif atau penagihan pajak 

dengan surat paksa. Sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut proses 

penagihan pajak dengan surat paksa hanya dapat dimulai oleh Jurusita Pajak, 

dalam bentuk: 

a) Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. 

b) Memberitahukan Surat Paksa. 

c) Melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat 

Perintah Melaksanakan Penyitaan. 
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d) Melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan. 

Sehubungan pengangkatan Jurusita Pajak harus memenuhi persyaratan, 

salah satunya adalah diklat jurusita pajak, maka penyediaan jurusita pajak dimulai 

dengan mengirimkan personil di Bidang Pajak untuk mengikuti pendidikan dan 

pelatihan sebagai Jurusita Pajak yang diselenggarakan oleh Kementrian 

Keuangan/ Kementrian Dalam Negeri/ Perguruan Tinggi. DPDPK mengharapkan 

dibentuknya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penagihan Dengan Surat 

Paksa, agar pelaksanaan penagihan lebih efektif dan efesien. 

2) Membangun kemitraan dengan stakeholder 

Sehubungan belum dimilikinya jurusita pajak, maka upaya untuk 

menagih pajak daerah melalui penagihan secara aktif perlu dibangun sinergi 

dengan stakeholder internal dan eksternal. Stakeholder internal adalah Dinas 

Ketertiban, Dinas Perizinan, dan Kecamatan, sedangkan stakeholder eksternal 

adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kota Yogyakarta dan PT Pos. 

Selama ini DPDPK telah bekerjasama dengan Dinas Ketertiban dan PT Pos untuk 

mengoptimalkan penagihan pajak daerah.  

Bentuk kerjasama dengan Dinas Ketertiban adalah pemanggilan kepada 

wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk dimintakan klarifikasi di Kantor 

Dinas Ketertiban bersama dengan DPDPK. Sedangkan kerjasama dengan PT Pos 

adalah pengiriman surat panggilan dan surat peringatan kepada Wajib Pajak yang 

memiliki tunggakan dengan diskon tertentu untuk biaya perangko. Bentuk 

kerjasama tersebut akan diperluas dengan melibatkan Dinas Perizinan, 

Kecamatan, dan KPP Kota Yogyakarta.  



38 
 

 
 

Bentuk kerjasama dengan Dinas Perizinan berkaitan perizinan usaha, 

bahwa pengusaha yang tidak membayar pajak dapat dibatalkan perizinannya, 

sedangkan dengan kecamatan dalam rangka pelibatan wilayah. Kerjasama dengan 

KPP Pratama Kota Yogyakarta dilakukan melalui pemeriksaan bersama dan tukar 

menukar informasi wajib pajak. Kerjasama ini juga mendukung implementasi 

Perjanjian Kerjasama Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak DIY dan 

pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah ditandatangani pada tanggal 21 Mei 

2014. 

3) Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi 

Dengan terus menjalankan kegiatan sosialisasi ke setiap daerah-daerah 

atau daerah tertentu, apabila dilaksanakan dengan efektif memungkinkan dapat 

meminimalisasi tumpukan tunggakan pajak yang terhutang. Dalam sosialisasi 

tersebut petugas pajak akan menginformasikan kepada masyarakat mengenai 

pentingnya membayar pajak dan memberitahukan segala aspek yang terpengaruhi 

dengan membayar pajak, hal tersebut merupakan suatu upaya untuk menyadarkan 

masyarakat bahwa membayar pajak itu wajib dan penting. Selain itu, dengan 

memberitahukan informasi mengenai cara melaporkan dan menyetorkan pajak ke 

Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan dapat menumbuhkan kemandirian 

para WP untuk membayar pajaknya sendiri, dengan demikian petugas pajak tidak 

akan melakukan penagihan door to door jika para WP sudah bisa untuk 

melaporkan dan menyetorkan pajak tepat waktu. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Dari uraian pembahasan pada BAB III mengenai prosedur penagihan 

pajak daerah di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Prosedur penagihan pajak di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan 

Keuangan Kota Yogyakarta tidak sesuai dengan UU RI Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa beserta perubahannya 

UU RI Nomor 19 Tahun 2000. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tindakan 

untuk penagihan pajak di DPDPK hanya sampai menerbitkan Surat 

Teguran, sehingga DPDPK tidak melakukan penagihan seketika dan 

sekaligus, tidak menerbitkan surat paksa, penyitaan ataupun penyanderaan. 

2) Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta belum 

mempunyai Jurusita Pajak sehingga penagihan yang dilakukan bersifat 

pasif. 

3) Terbatasnya jumlah personil atau sumber daya manusia untuk 

mengoptimalkan penagihan pajak di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan 

Keuangan Kota Yogyakarta. 

4) Strategi yang dibuat untuk mengatasi kendala-kendala diatas yaitu dengan 

menyediakan sumberdaya manusia yang memiliki kompentensi sebagai 

Jurusita Pajak, membangun kemitraan dengan stakeholder, dan 

melaksanakan kegiatan sosialisasi. 
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4.2 Saran 

Sehubungan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, yang 

berdasar pada pembahasan prosedur penagihan pajak daerah di Dinas Pajak 

Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta, maka dapat dikemukakan 

saran-saran sebagai berikut: 

1) Merapikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penagihan pajak 

maupun dokumen mengenai keberatan pajak. 

2) Menata urutan dokumen-dokumen yang ada sesuai dengan kebutuhan 

dokumen tersebut, agar apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali 

dokumen tersebut mudah dicari berdasarkan urutan yang sesuai. 

3) Menjaga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penagihan pajak 

maupun dokumen mengenai keberatan pajak dengan menyimpannya 

ditempat yang khusus, agar dokumen aman dan tata letak kantor terlihat 

rapih dan indah. 

4) Diperlukan pembaharuan alat kerja yang tersedia agar kegiatan yang 

dikerjakan dapat berjalan optimal. 

5) Menambah sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi TI untuk 

mengatasi masalah-masalah teknologi seperti adanya virus pada komputer. 
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Lampiran 2: Surat Keterangan Selesai Magang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 4: Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 5: Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6: Surat Teguran Pajak Reklame 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 7: Berita Acara Penagihan Pajak Daerah 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 8: Tanda Terima Sementara Pajak Daerah 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 9: Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 

 

 

 

 

 

 

 


